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Kinerja CSR Per Sektor  
(CSR Monitor 2007, GlobeScan)

Bagaimanapun, 

pertambangan 

adalah sektor 

yang dipandang 

negatif, walau 

berjasa 

menyediakan 

berbagai macam 

keperluan 

manusia!



Urutan Presentasi

1. Freeport di Dunia Maya: sudut 

pandang „orang kebanyakan‟

2. Freeport di dalam Laporan 

Ilmiah: sudut pandang yang 

berusaha lebih berimbang

3. Kesimpulan dan rekomendasi



Metodologi Riset Dunia Maya 

• Menggunakan mesin pencari Google; alat 

pencari paling populer, banyak digunakan 

untuk penelitian sejenis

• Menggunakan frasa “Freeport Indonesia” 

dan “CSR Freeport Indonesia”

• Sebagai pembanding: Newmont, Inco, 

Antam, KPC dan Hewlett Packard 

• Hanya 10 hasil percarian pada halaman 

pertama google

• Dilakukan pada 17 Februari 2010 



Nada Berita 

“Freeport Indonesia”

Positif Campur Negatif

1. PT Freeport Indonesia (home page) V

2. Freeport Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia V

3. Job Vacancy in PT Freeport Indonesia - - -

4. Freeport Indonesia; Lowongan Pertambangan - - -

5. LOWONGAN KERJA FREEPORT INDONESIA - - -

6. PT FREEPORT INDONESIA CO | CompanyMine - - -

7. Freeport McMoRan Copper & Gold, Inc. (home page) V

8. Penembakan di PT Freeport Indonesia V

9. Juru Bicara Freeport Indonesia Meninggal Dunia V

10. Freeport Indonesia Pays Royalty V

http://www.ptfi.com/
http://www.ptfi.com/
http://www.infomine.com/index/companies/PT_FREEPORT_INDONESIA_CO.html
http://www.infomine.com/index/companies/PT_FREEPORT_INDONESIA_CO.html
http://www.infomine.com/index/companies/PT_FREEPORT_INDONESIA_CO.html
http://www.infomine.com/index/companies/PT_FREEPORT_INDONESIA_CO.html
http://www.fcx.com/
http://www.fcx.com/
http://www.fcx.com/
http://antaranews.com/berita/1265943626/juru-bicara-freeport-indonesia-meninggal-dunia
http://antaranews.com/berita/1265943626/juru-bicara-freeport-indonesia-meninggal-dunia
http://antaranews.com/berita/1265943626/juru-bicara-freeport-indonesia-meninggal-dunia
http://antaranews.com/berita/1265943626/juru-bicara-freeport-indonesia-meninggal-dunia
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/02/10/brk,20100210-224970,uk.html
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/02/10/brk,20100210-224970,uk.html
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/02/10/brk,20100210-224970,uk.html
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/02/10/brk,20100210-224970,uk.html


Apa yang Tampak?

• Sejumlah 2 informasi bernada positif, 3 
mengandung informasi negatif, 1 informasi 
campuran dan sisanya tidak memiliki nilai 
(info lowongan kerja)

• Informasi positif berasal dari home page
milik PT Freeport sendiri

• Informasi negatif berasal dari media massa 
besar (Antara dan Tempo Interkatif) dan 
satu dari Wikipedia (sumber yang cukup 
banyak dikutip berbagai pihak)

• Informasi lowongan pekerjaan memiliki 
frekuensi cukup tinggi, ada hampir di setiap 
halaman pencarian google  



Nada Berita 

“CSR Freeport Indonesia”
Positif Mix. Negatif

1. PTFI Pada CSR Indonesia Expo 2007 (home page) V

2. Freeport menyumbang 1% dari penerimaan untuk 
kegiatan CSR

V

3. KLARIFIKASI PT FREEPORT INDONESIA V

4. Csr Freeport | Rachimuddin dot com Search - - -

5. Pembangunan Dusun Sagu - Proyek CSR PT Freeport 
Indonesia 

V

6. Rights body questions Freeport CSR  V

7. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT 
Freeport 

V

8. PT Freeport Indonesia Mengembangkan Potensi Nelayan V

9. PT Freeport Indonesia, has been questioned by the 
National Commission on Human Rights 

V

10. Analisis Peranan Etika Bisnis terhadap CSR pada PT 
Freeport 

V

http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2010/02/10/brk,20100210-224970,uk.html


Apa yang Tampak?

• Terdapat 4 informasi positif, 3 

mengandung informasi negatif, 2 

informasi campuran dan sisanya tidak 

memiliki nilai

• Informasi positif adalah informasi lama 

yaitu tahun 2007 dan 2008

• Informasi negatif lebih baru, yaitu 

tahun 2010.



Perbandingan dengan 

Perusahaan Tambang Lain

Newmont Inco* Antam KPC

Positif 2 6 8 6

Campuran 1 - 2 2

Negatif 7 2 - 2

ωHanya Newmont (terkait divestasi dan Teluk Buyat) yang 
kandungan informasinya lebih buruk daripada PTFI.
ωKandungan informasi CSR sangat tinggi di Inco, KPC dan 
terutama Antamτkarena laporan CSR mereka.

Catatan untuk Inco (*): terdapat 2 informasi yang tidak memiliki nilai 
(search engine).



Sepuluh Berita HP

1. HP Global Citizenship (home page)

2. HP Canada Social Investment - Corporate Responsibility 
(home page)

3. Corporate Social Responsibility Profile for Hewlett-Packard 
Company  

4. CSR in Europe, Middle East and Africa (home page)

5. Hewlett-Packard India Ltd | Details of CSR of Other Indian 

6. Corporate responsibility at Hewlett Packard - Ethical 
Corporation 

7. CSR Hewlett Packard bagi dunia pendidikan 

8. Research on future CSR activities: Global citizenship at HP 
encompasses a wide range of issues. 

9. HP CSR Report: A Triumph for Transparency 

10. Corporate Social Responsibility at HP | Business Ethics 
Case



Apa yang Tampak 

dari CSR HP?

• Sepuluh hasil pencarian pertama Google 

untuk CSR Hewlett Packard bernada 

positif

• Tiga sumber utama berasal dari home 

page Hewlett Packard sendiri 

• Tiga yang lain berasal dari website yang 

fokus pada urusan kinerja sosial dan 

lingkungan (www.socialfunds.com; 

www.ethicalcorp.com; www.csrglobe.com) 

http://www.socialfunds.com/
http://www.ethicalcorp.com/
http://www.csrglobe.com/


Metodologi 

Tinjauan Literatur Ilmiah

• Dibatasi pada terbitan 10 tahun terakhir.

• Literatur yang dipilih adalah tulisan arus 

utama wacana tentang Freeport. 

• Pengalaman penelitian peneliti A+ untuk 

Freeport membantu perumusan konteks 

lokal dan isu strategis keberlanjutan bisnis 

Freeport di Papua. 



Widjojo, M. S., 2001. Di antara Kebutuhan 

Demokrasi dan Kemenangan Politik: 

Konflik Papua Pasca Orde Baru.

• Paradoks Freeport: (1) Freeport sebagai ikon dari 
suatu kolaborasi kekuatan kapitalisme, rejim 
otoritarian militeristik, dan birokrasi kleptomaniak 
dalam mengeruk kekayaan sumber daya alam di 
Papua. Ia juga ikon dari pelanggaran HAM dan 
kerusakan lingkungan; (2) Freeport sebagai ikon 
dari pengharapan terhadap kemakmuran dan 
kesejahteraan orang Papua.

• Konflik antara Freeport dengan Masyarakat Adat 
Amungme (LEMASA) diselesaikan secara politis 
lewat penerimaan Tom Beanal menjadi komisaris 
Freeport. 



Elmslie, J., 2002. Irian Jaya Under the Gun: 

Indonesian Economic Development Versus 

West Papuan Nationalism

• Kekerasan militer Orde Baru melahirkan gerakan 

Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

• OPM menjadi dalih untuk akomodasi kepentingan 

militer di Freeport atas alasan pengamanan aset 

vital negara.

• Jalan tengah negosiasi gerakan OPM yang 

mengakomodasi kepentingan pusat (Jakarta) dan 

daerah (Papua) adalah dengan otonomi khusus, 

dengan share pajak Freeport 55%:45%.



Leith, D., 2003. The Politics of Power: 

Freeport in Suhartoôs  Indonesia

• Freeport sangat signifikan dalam hal ekonomi 
(pembayar pajak terbesar, penyerap tenaga kerja yang 
sangat banyak) dan politik di masa Orde Baru.

• Freeport adalah pengembang de facto wilayah 
konsesinya. 

• Di masa-masa awal Freeport tampak mengabaikan 
aspek sosial dan lingkungan operasinya, namun di 
pertengahan 1990an, terdapat berbagai perkembangan 
yang signifikan, terutama karena tekanan gerakan sosial 
(“running one of the largest socio-economic 
programs…”).

• Banyak tuduhan bahwa hubungan Freeport dengan 
para pejabat Indonesia, termasuk pejabat militer, 
menyalahi aturan dalam negeri AS yaitu Foreign 
Corrrupt Practices Act, yang menjadikan Freepport 
sebagai target para aktivis anti-korupsi pasca-Orde Baru. 



Saltford, J., 2003. The United Nations and 

the Indonesian Takeover of West Papua, 

1962ï1969: The Anatomy of Betrayal

• Freeport menandatangani kontrak pertambangan 
dengan Pemerintah Indonesia pada April 1967.

• Keuntungan diperoleh Pemerintah Indonesia 
(dukungan Washington, investasi asing, promosi 
stabilitas dan pembangunan; Freeport (kontrak 
yang sangat menguntungkan); dan Pemerintah AS 
(sumber dana untuk memerangi komunis).

• Masalahnya, Pemerintah Indonesia sebetulnya 
tidak berdaulat atas wilayah Papua.  Hal ini 
merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah 
Indonesia dan AS. PBB yang „mendiamkan‟ 
masalah ini juga berkontribusi pada masalah 
tersebut.   

• Freeport akan selalu dikaitkan dengan kinerja 
politik dan militer Pemerintah RI di Papua. 



Chauvel, R. dan Bhakti, I. N., 2004. 

The Papua Conflict: Jakartaôs 

Perceptions and Policies

• Pemerintah RI memandang bahwa Papua adalah 
bagian integral dari Indonesia.  

• Walaupun telah terjadi perubahan sifat 
pemerintahan dari nasionalis radikal, ke 
otoritarianisme militer, ke demokrasi, tak ada 
perubahan cara pandang atas Papua di dalam 
kebijakan pemerintah, juga opini publik.

• Karena pertimbangan ekonomi-politik militer, maka 
terjadi simbiosis mutualisme dengan Freeport, 
terutama untuk tetap menjadikan Papua sebagai 
wilayah konflik. Walaupun konflik lebih besar tak 
diinginkan, namun resolusi konflik sepenuhnya juga 
tidak diperjuangkan.



Sukada, S., et al. 2007. Rapid Social Assessment 

on Communities around Operational Territory of 

PT Freeport Indonesia

• Freeport di mata Masyarakat Adat: (1) Masih dipandang 

sebagai pencuri tanah ulayat, mengingat makna adat dan 

status kepemilikan tanah secara komunal; (2) Dianggap 

sebagai sumber uang (ATM) dengan sedikit usaha atau 

bahkan tidak bekerja sama sekali; dan (3) Freeport sebagai 

pelaku perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. 

• Ekses Negatif Otonomi Khusus: Otonomi Khusus (Otsus) 

selain dinilai gagal dilaksanakan juga menimbulkan konflik 

kepentingan yang berkepanjangan di Papua.  Perebutan dana 

Otsus di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten telah 

memicu wacana pemekaran wilayah dan berbagai kasus 

korupsi.



Sukada, S., et al., 2007 

(lanjutan)
• Persepsi Masyarakat Adat terhadap TNI, POLRI dan 

Pemerintah (Pusat dan Daerah): TNI, POLRI dan 
Pemerintah merupakan kaki tangan kepentingan Freeport. 
Implikasinya Freeport sering menerima tuduhan negatif atas 
berbagai kekecewaan masyarakat adat kepada lembaga 
negara.

• Agenda gerakan sosial mahasiswa Papua: 1) 
Rendahnya perhatian Pemerintah Pusat, Jakarta, terhadap 
masyarakat Papua; 2) pelanggaran HAM berat 
(penganiayaan, penghilangan dan pembunuhan), khususnya 
yang dilakukan oleh TNI dengan dalih mempertahankan NKRI 
maupun pengamanan obyek vital negara (PTFI); dan 3) 
dampak negatif kegiatan PTFI baik terhadap masyarakat adat 
Papua maupun lingkungan, yang berkaitan dengan aspek 
ekonomi-politik dalam ketimpangan kepemilikan saham dan 
pembagian keuntungan dalam kontrak karya antara PT FI dan 
Pemerintah Indonesia.



Rifai-Hasan, P.A., 2009. Development, 

Power, and the Mining Industry in Papua: 

A Study of Freeport Indonesia

• Di masa awal operasinya (1973-mid. 1990an), 
PTFI secara umum mengabaikan aspek sosial 
dan lingkungan.

• Setelah 1996 banyak kemajuan dalam 
pengelolaan sosial dan lingkungan.  Berbagai 
organisasi independen dan kredibel memuji 
kemajuan yang telah dibuat oleh PTFI.

• “So far, the investments have not yet generated 
higher incomes and prosperity in all sections of 
society. However, Freeportôs direct and indirect 
contributions have produced a óómultiplier effectôô in 
the Papuan economy, spurring additional 
employment, wages, purchases, and economic 
activity.”



Kesimpulan 1. Periodisasi 

Pandangan atas Kinerja PTFI
• Periode 1 (1973-1990): pembahasan dengan konteks Foreign 

Direct Investment (FDI) dengan mengedepankan konteks 
dukungan militer AS dalam pembebasan irian Jaya, di mana 
ijin investasi Freeport di Papua dipersepsikan sebagai balas 
budi politik Soeharto.

• Periode 2 (1991-2000): menguatnya kritik tentang degradasi 
lingkungan, tuduhan pelanggaran HAM, memuncaknya isu 
OPM, dan desakan perubahan isi kontrak karya menyusul 
perubahan nama menjadi PTFI. 

• Periode 3 (2001-2010): menguatnya isu HAM, pengakuan 
terhadap perubahan kebijakan dan manajemen pengelolaan 
lingkungan PTFI, otonomi khusus Papua, resource curse, 
berkurangnya peran militer AD (Kopassus) digantikan oleh 
POLRI (Brimob), evaluasi kinerja kebijakan “Land Rights Trust 
Fund”, Pembangunan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), 
Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJ), Yayasan 
Dana 1%, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK), dan kontribusi lainnya. 



Kesimpulan 2. Perkembangan 

dan Konsekuensi
• Eksistensi dan keberlanjutan bisnis PT FMI di Papua 

tidak bisa dilepaskan dari sejarah FDI di Indonesia, 
juga posisi politik Papua di mata Jakarta. 

• Seiring dengan jatuhnya rezim orde baru dan 
perubahan Indonesia menuju pada demokratisasi, 
terdapat banyak perubahan sikap dan pandangan 
di kalangan akademisi yang memandang Freeport 
secara relatif seimbang, namun tidak ada perubahan 
di kalangan lainnya. 

• Potensi di atas sangat sulit dimanfaatkan jika PTFI 
tidak dengan segera menyusun strategi dan 
eksekusi hubungan dengan pemangku 
kepentingan (stakeholder engagement) yang 
berfungsi untuk menjelaskan perbaikan kinerja 
CSR PTFI kepada para pemangku kepentingan lain 
yang masih „buta‟ dan terutama yang skeptis.



Á Stakeholder and 

issue mapping 

Á Benchmark 

international 

standards

Á Benchmark 

other 

companies

Á Internal CSR 

survey

Á Due diligence

Á Non-financial 

risk 

assessments

Á Policy development

Á Environment and 

climate change

Á Community 

investment

Á Supplier code of 

conduct

Á Human resources

Á Governance

Á Measurment and 

monitoring system

Á Senior 

management buy-in

Á Staff involvement

Á Staff training and 

capacity building

Á Roll out of policies

Á Action plans

Á Alignment with 

international 

standards

Á Stakeholder 

engagement

Á Projects

Á Measure and 

monitor

Á Integrate supply 

chains

Á Internal

Á External

Á Targeted

Á Reporting and 

disclosure

Á Case studies

Á Leadership

Sistem CSR
Diadaptasi dari CSR Asia (2009)

Strategy Execution CommunicationAssessment



Siklus Sistem CSR
CSR Asia (2009)

Resources

Systems

Implementation

Measurement

Outputs

Impacts

Business

Benefits

Communications

Societal

Benefits

Assessment

Strategy



Rekomendasi 

Peningkatan Kinerja (1)
1. Membuat benchmark dengan standar CSR yang 

komprehensif—misalnya ISO 26000 dan atau IFC 
Performance Standards.

2. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang 
komprehensif mencakup pemangku kepentingan nasional 
dan site. Peta pemangku kepentingan yang dibuat harus 
dianggap sebagai dokumen hidup (living document) yang 
terus menerus diperbaharui sesuai dengan kondisi 
pemangku kepentingan.

3. Membuat dan menyebarluaskan kebijakan CSR yang 
komprehensif, dan menghubungkannya secara jelas 
dengan regulasi-regulasi nasional dan norma internasional 
yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan HAM dan 
isu lingkungan. 

4. Membuat dan menyebarluaskan kebijakan spesifik 
mengenai hubungan dengan pemangku kepentingan. 
Kebijakan ini harus jelas memuat apa tujuan hubungan 
dengan pemangku kepentingan, siapa saja atau bagian 
organisasi mana yang bertanggung jawab atas hubungan 
dengan pemangku kepentingan.



Rekomendasi 

Peningkatan Kinerja (2)
5. Memastikan bahwa implementasi hubungan dengan 

pemangku kepentingan adalah sesuai dengan tujuan 
membangun hubungan yang konstruktif, termasuk di 
damnyaterus memantau perkembangan kelompok-
kelompok yang bersikap negatif terhadap Freeport.

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh 
kegiatan CSR, termasuk hubungan dengan pemangku 
kepentingan. Hasilnya harus dihubungkan dengan 
peningkatan kinerja dan pelaporannya.

7. Mengukur perkembangan kinerja CSR dengan dari 
indikator yang jelas dan dipantau secara periodik, dan 
sedapat mungkin diverifikasi oleh pihak ketiga yang 
independen dan kredibel.

8. Melibatkan diri ke dalam berbagai kegiatan promosi 
CSR yang substansial, terutama terhadap pemangku 
kepentingan generasi muda/mahasiswa.



Rekomendasi 

Komunikasi 

1. Membuat laporan berkala setiap kemajuan kegiatan dengan 
pendekatan lessons learned (bukan semata best practices) 
untuk pengunggahan di website.

2. Memanfaatkan sudut pandang pihak ketiga yang dipandang 
netral dan kredibel.

3. Mengoptimumkan website PTFI dengan cara memperbaharui 
dan menambah tag: CSR, lingkungan, sosial, filantropi, dll; 
pemutakhiran informasi secara berkala (harian, mingguan).

4. Menambahkan submenu berita dari luar (media lain) yang 
terkait dengan PTFI dan berita pertambangan/csr/lingkungan 
lainnya. Termasuk berita “negatif” yang dirilis media lain, lalu 
diberi klarifikasi.

5. Menambahkan konten publikasi yang dibuat PTFI (penelitian, 
jurnal, newsletter dan lainnya) ke dalam website. 

6. Memilih media yang memiliki integritas tinggi dan yang 
fokus pada masalah kinerja CSR untuk menyampaikan berita-
berita positif. 

7. Membuat laporan keberlanjutan untuk ruang lingkup kerja 
PTFI.



Terima Kasih Banyak!
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http://www.csrindonesia.com/
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